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Assalamu’laikum Wr. Wb.  
Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur 

penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 
beberapa nikmat yang tak terhingga dan utamanya 
petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan  penulisan sebuah buku dengan judul  
“PENGANTAR HUKUM INDONESIA”.  

Pengantar Hukum Indonesia merupakan 
pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ 
ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Buku 
ini akan memberikan pemahaman tentang apa yang 
dimaksud ilmu hukum, sejarah hukum di indonesia, 
sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu juga 
menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi 
dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Oleh 
karena itu buku ini menguraikan dasar-dasar, asas-asas, 
sejarah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya 
hukum tentang pokok-pokok: HukumPidana, Hukum 
Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum 
Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Adat, 
Hukum Internasional, Hukum Perdata dan Hukum 
Perdata Internasional, Hukum Perburuhan dan 
HukumPajak, Hukum Agraria, dan Hukum Antar 
Golongan.. 
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Dengan terbitnya buku ini sedikit banyak 
diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa 
fakultas hukum,   atau masyatakat umum guna 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum 
positif yang berlaku di Indonesia. Dan juga bermanfaat 
bagi lembaga pembuat kebijakan (perundang-undangan) 
serta para aparat penegak hukum sehingga dalam 
pelaksanaan penegakan hukum betul-betul didasarkan 
pada tercapainya tujuan, yaitu untuk memberikan 
kesejahteraan kepada masyarakat (social welfare).  

Dalam menulis buku ini penulis sepenuhnya 
sangat menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, 
bantuan, masukan dari para pihak maka akan tidak 
dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya 
penulis menghaturkan banyak terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Jayabaya 
Jakarta, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 
para dosen senior di Fakultas Hukum Universitas 
Jayabaya, dan teman-teman sejawat yang lain yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu, serta para penulis 
yang bukunya penulis  jadikan referensi dalam penulisan 
buku ini.  

Penulis sepenuhnya menyadari dengan segala 
keterbatasan yang ada buku ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu dengan tulus dan senang hati 
penulis akan menerima segala masukan, kritik, dan saran 
yang membangun untuk lebih baiknya penulisan buku 
ini di masa mendatang.  

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.   
Jakarta,  April 2022  
 
Penulis  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
A. PENGERTIAN HUKUM 
 

Arti Hukum dari Segi Etimologi 
1. HUKUM ; berasal dari bahasa Arab, kata jamaknya 

“Alkas” dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum 
2. RECHT ; berasal dari bahasa Latin “Rectum” yang 

mempunyai arti bimbingan, tuntutan, perintah; 
3. IUS ;  berarti Hukum, berasal dari bahasa Latin 

“Iubere” artinya mengatur atau memerintah; LEX ; 
berasal dari bahasa Latin “Lesere” yang berarti 
mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang 
untuk diberi perintah. 

Sementara pengertian hukum menurut para 
sarjana, Sampai saat sekarang diantara para sarjana 
masih belum ada kata sepakat tentang perumusan 
pengertian tentang hukum. Hal ini dapat dilihat dari 
pendapat beberapa sarjana terkemuka ini: 
1. Prof. Dr. Van Kan  

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang 
bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan 
manusia di dalam masyarakat:  

2. Prof. Dr. P. Borst  
Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kela-
kuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat 
yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan 
bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. 

3. Dr. E. Utrecht, SH, dalam bukunya “Pengantar 
Dalam Hukum Indonesia” mengemukakan definisi 
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hukum sebagai berikut: “Hukum aadalah himpunan 
petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan 
larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam 
suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota 
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelangaran 
petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan 
dari pihak pemerintah”.  

4. M.H. Tirtaamidjaja, SH  
Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus 
ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan. 

6. Sudiman Kartohadiprojo, dalam bukunya 
“Pengantar Tata Hukum Indonesia”, mengatakan 
bahwa: “Hukum adalah pikiran atau anggapan orang 
adil atau tidak adil mengenai hubungan antara 
manusia” 

7. Mochtar Kusumaatmaja, dalam bukunya “Hukum 
Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”, 
mengatakan: “Hukum adalah keseluruhan kaedah-
kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup 
manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara 
ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-
proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai 
kenyataan dalam masyarakat”. 

8. Van Vollehhoven, dalam bukunya Het Adatrecht van 
Nederlansche Indie mengatakan bahwa: “Hukum 
adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang  

 
   Tujuan Hukum. 

Secara umum Tujuan Hukum adalah mencapai 
kedamaian, keadilan, kefaedahan, keadilan hukum, 
dan lain sebagainya. Menurut Dr.  Wirjono Prodjo-
dikoro, SH, tujuan hukum adalah mengadakan kese-
lamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masya-
rakat. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, dalam buku-
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nya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht:”  
mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata 
tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. 
Menurut Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan 
menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya 
kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. 
 
Unsur-Unsur Hukum : 
§ Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang ber-

wenang; 
§ Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat; 
§ Mempunyai ciri memerintah dan melarang; 
§ Bersifat memaksa agar ditaati. 

 
 
B. SUMBER-SUMBER HUKUM 
 

Dimaksud dengan sumber hukum adalah “asal 
mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menim-
bulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai 
kekuatan mengikat. 1 “Segala sesuatu” ini diartikan 
sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 
timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau 
darimana berasalnya isi norma hukum.  

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi: 
pertama sumber hukum materiil, dan kedua sumber 
hukum formal.  

Sumber hukum material adalah kesadaran 
masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam 
masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. 
Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Umar Said Sugiarto, 2016, Pengantar Hukum, Sinar Grafika, Cetakan 

keempat, Jakarta, hlm. 39 
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yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut 
sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat 
(harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan 
oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasya-
rakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang 
keadilan yang merupakan tujuan langsung dari 
peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan 
hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor 
kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup 
dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada 
aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.2 

Sumber hukum materiil Negara Republik 
Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 
1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan 
sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.3 

 Sumber hukum formal adalah tempat di mana 
kita dapat menemukan hukum.Termasuk sumber 
hukum formal, adalah: 
a. Undang-Undang 
b. Kebiasaan dan hukum adat 
c. Jurisprudensi 
d. Traktat 
e. Doktrin 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Samijo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi 

Satuan Acara Perkuliahan, CV. Armico, Bandung, hlm. 37 
3 H.Muchsin, 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat 

UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Badan Penerbit IBLAM, 
Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 17 
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ad.a. Undang-Undang 

Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok 
disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu 
peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 
dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan 
dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah: 
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang; 
4) Peraturan Pemerintah; 
5) Peraturan Presiden; 
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
ad.b. Kebiasaan dan Hukum Adat 

Dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan 
atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang 
karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah 
harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah 
kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang 
diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa 
itulah hukumnya.  

 
ad.c. Jurisprudensi 

Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk 
karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-
ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain 
dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang 
terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan 
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